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ABSTRAK 

 

 

PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 

DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  PERTAMBANGAN  

TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

SUDRAJAT SAMPURNAJAYA 

Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pencegahan 

tindak pidana pertambangan tanpa izin yang sering terjadi pada bukit di Bandar 

Lampung. Pertambangan ilegal di wilayah ini telah menjadi masalah serius yang 

merugikan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan isu hukum tersebut maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah peran yang dilakukan kepolisian dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pencegahan terhadap 

pertambangan tanpa izin pada bukit di Bandar Lampung dan faktor penghambat 

Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pencegahan 

tindak pidana pertambangan tanpa izin. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder.  

Metode pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan didukung 

wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Tipidter 

Polda Lampung, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (KPP-HAM Lampung), dan 

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data 

secara kualitatif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Kepolisian 

Bandar Lampung memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait tindak 

pidana pertambangan ilegal. Dalam menangani permasalahan Pertambangan illegal 

Pihak Kepolisian memiliki Subdi IV Tipidter, Pihak Kepolisian melakukan patroli 

rutin, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku ilegal. Setelah melakukan 

pencegahan pada bukit Way Laga Pihak Kepolisian menutup pertambangan 

tersebut karena tidak mempunyai izin pertambangan di samping itu, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) KPP-HAM juga memainkan peran kunci dalam 

menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk pertambangan ilegal dan
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menggalang dukungan serta membuat laporan ke kepolisian daerah lampung agar 

di tindak  atas dugaan pertambangan tanpa izin tersebut. Dalam melakukan peran 

nya Kepolisan dan KPP-HAM memiliki  faktor penghambat yaitu faktor subtansi 

hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat,  faktor sarana dan prasarana dan 

faktor budaya serta yang paling dominan adalah faktor masyarakat itu sendiri. 

 

Saran dalam penelitian ini ialah bagi pihak kepolisian untuk memiliki program kerja 

bersama dalam membasmi kejahatan tambang illegal di Provinsi Lampung dengan 

memperbanyak personal di bidang IV Tipidter agar lebih efektif dalam mencegah 

terjadinya tindak pidana pertambangan illegal serta bagi Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) untuk dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan tanggap 

dalam menemukan solusi karena berperan sebagai jalur penyampai yang 

menampung aspirasi masyarakat. 

 

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Pertambangan Ilegal



ABSTRACT 

 

 

THE ROLE OF THE POLICE AND COMMUNITY INDUSTRIAL 

INSTITUTIONS IN PREVENTING MINING CRIMES 

WITHOUT PERMISSION ON THE HILLS IN BANDAR LAMPUNG 

 

 

By: 

SUDRAJAT SAMPURNAJAYA 

The important role played by the Police and Non-Governmental Organizations 

(NGOs) in efforts to prevent criminal acts of mining without permits which often 

occur on the hills in Bandar Lampung. Illegal mining in this region has become a 

serious problem that is detrimental to the environment, economy and society. Based 

on these legal issues, the problems that will be discussed are the role played by the 

police and Non-Governmental Organizations (NGOs) in preventing unauthorized 

mining in the hills and the inhibiting factors in preventing criminal acts of mining 

without permits experienced by the police. 

 

The method used in this research is a normative juridical and empirical juridical 

approach which uses primary data and secondary data. The data collection method 

used the literature study method and was supported by interviews with resource 

persons in this research consisting of the Lampung Regional Police Tipidter 

Investigator, Chair of the Lampung Non-Governmental Organization (KPP-HAM 

Lampung), and Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, 

Lampung University. Data analysis was qualitative. 

 

Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the Bandar 

Lampung Police have an important role in enforcing the law regarding illegal 

mining crimes. The police carry out routine patrols, investigations and action 

against illegal perpetrators. In addition, Non-Governmental Organizations (NGOs) 

also play a key role in making people aware of the negative impacts of illegal 

mining and gathering support. for prevention by engaging in advocacy, education 

and environmental monitoring 
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The suggestion in this research is for the police to have a joint work program in 

eradicating illegal mining crimes in Lampung Province by increasing the number 

of personnel in the Tipidter IV field to be more effective in preventing illegal 

mining crimes and for Non-Governmental Organizations (NGOs) to be able to 

improve services. which is fast and responsive in finding solutions because it acts 

as a conveyance channel that accommodates community aspirations. 

 

Keywords: Police Role, Non-Governmental Organizations, Illegal Mining
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I. PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya alam, sebagai manifestasi dari kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada 

entitas ilahi, memerlukan perlindungan dan pelestarian oleh umat manusia, 

mengingat perannya sebagai elemen integral dalam ekosistem, yang melambangkan 

potensi yang tak terhingga. Dalam kerangka ekologi, aset alam berfungsi sebagai 

elemen vital yang mendukung kelangsungan hidup organisme dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Manusia, sebagai bagian dari biosfer, tidak sekadar 

menempati ruang dan menyesuaikan diri dengan kondisi bumi, tetapi juga memikul 

tanggung jawab untuk mengembangkan serta menjaga keseimbangan lingkungan 

demi memastikan eksistensi dan kesejahteraannya sendiri. Karena, apabila manusia 

memanfaatkannya, maka harus menjaga kelestariannya. 

 

Kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari. Saat 

ini, permasalahan lingkungan hidup tidak dapat lagi dikatakan sebagai masalah 

alami karena adanya manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan 

secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan hidup. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh 

lebih besar dan rumit dibandingkan dengan masalah lingkungan yang disebabk
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ketergantungan hidup manusia pada ketersediaan sumber daya alam menjadikan 

permasalahan lingkungan sebagai masalah yang harus ditangani dengan serius. 

Oleh karena itu, sudah seharusnya kelestarian alam menjadi tanggung jawab oleh  

faktor alam itu sendiri. Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kesalahan 

manusia sangat berdampak buruk bagi lingkungan.1 seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia, disahkan Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang menegaskan bahwa pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup 

merupakan upaya sistematis dan terpadu yang ditujukan untuk kelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.2  

 

Kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem lingkungan juga dapat dikatakan 

sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang diatur di dalam Pasal 

28 H ayat 1 UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk memperoleh lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik. Sebab, adanya 

permasalahan lingkungan hidup memberi banyak efek negatif bagi lingkungan 

maupun kesehatan warga. Contohnya, pada permasalahan lingkungan hidup 

penggerusan bukit yang terjadi di Provinsi Lampung. Dengan banyaknya kerusakan 

lingkungan yang timbul, penggerusan bukit tersebut sudah menjadi suatu kejahatan 

yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

                                                      
1 Hamzah, Andi. 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia) 
2 Muhammad, Erwin. 2008. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 

Lingkungan Hidup. (Bandung: Refika Aditama) 
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga Hak Asasi Manusia 

bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. 

 

Bandar Lampung, sebagai pusat administratif Provinsi Lampung, menempati posisi 

strategis di ujung selatan Pulau Sumatera. Dengan luas wilayah mencapai 19.722 

hektar serta terbagi dalam 20 kecamatan dan 124 kelurahan menurut data BPS tahun 

2023, kota ini memainkan peran krusial sebagai titik fokus untuk beragam kegiatan 

sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan dalam konteks regional 

maupun nasional (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2013). Ini menimbulkan suatu 

fenomena yang menarik perhatian sendiri, yang memicu arus migrasi penduduk 

yang signifikan, dengan demikian mengakibatkan pertumbuhan populasi yang 

cepat.  

 

Menurut pandangan yang terinspirasi oleh teori Malthusian, peningkatan populasi 

memicu peningkatan dalam permintaan atas beragam komoditas dan layanan, 

khususnya bahan pangan. Dalam konteks ini, peningkatan permintaan secara tidak 

langsung mendorong pengusaha untuk memperluas kegiatan industri mereka di 

lingkungan perkotaan. Faktor yang memperkuat fenomena ini termasuk 

ketersediaan serta aksesibilitas sarana dan infrastruktur pembangunan yang tersedia 

di wilayah perkotaan.3   

 

Menurut kerangka pemikiran teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro, 

diasumsikan bahwa perpindahan penduduk menimbulkan hasil dari sejumlah 

fenomena ekonomi. Aspek ekonomi ini berakar pada disparitas distribusi 

                                                      
3 Malthus. An Essay In The Principle Of Population As IT Affects The Future Improvement Of 

Society, London, 1978. 
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pendapatan antar wilayah yang menginduksi kegiatan migrasi.4 Kondisi yang 

terjadi menciptakan sejumlah tantangan yang kompleks di Kota Bandar Lampung, 

meliputi aspek-aspek seperti infrastruktur perkotaan, tata ruang kota, penurunan 

kualitas estetika, dan ketahanan lingkungan yang menurun.5 Oleh karena itu, 

permasalahan lingkungan menjadi fokus utama yang memerlukan penanganan 

segera. 

 

Pertumbuhan urbanisasi di Kota Bandar Lampung berpotensi menimbulkan 

permasalahan yang serius akibat dari pengembangan yang kurang terencana, 

khususnya dalam aspek tata ruang perkotaan. Contoh nyata adalah transformasi 

kawasan yang semula dijadikan kawasan lindung menjadi kawasan komersial pusat 

perbelanjaan dan perumahan. Wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan 

konservasi mengalami degradasi karena aktivitas pertambangan yang kurang 

memperhatikan faktor lingkungan, namun lebih cenderung pada aspek akuisisi atau 

penerimaan. Secara optimal, Bandar Lampung berpotensi menjadi pusat 

administratif Provinsi Lampung yang menonjol sebagai model bagi daerah lain di 

wilayah tersebut. Namun, disebabkan oleh ketidakterkendaliannya, lingkungan 

yang tak terkendali tersebut menyebabkan kota ini, yaitu Bandar Lampung, 

mengalami kerusakan yang signifikan.  

 

Penambangan di daerah yang dikelilingi oleh bukit memiliki konsekuensi yang 

merugikan, termasuk peningkatan risiko longsor yang lebih besar, terutama selama 

periode curah hujan yang tinggi. Selain itu, aktivitas penambangan dapat 

                                                      
4 Todara, 1998. Teori Migrasi. 
5 BPLH Kota Bandar Lampung, 2013 
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mengganggu integritas ekosistem alami di sekitar bukit, menyebabkan gangguan 

bahkan kerusakan pada keseimbangan ekologis yang ada. Selain implikasi ekologis 

yang ditimbulkannya, respons dari warga setempat mengungkapkan bahwa 

transportasi material batuan ini turut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur 

jalan di sekitar wilayah bukit. Hal ini tercermin dari peningkatan debu dan potensi 

gangguan terhadap kesehatan pernapasan bagi penduduk yang melintasi daerah 

perbukitan tersebut.6  

 

Pentingnya partisipasi serta keterlibatan komunitas dalam upaya pemeliharaan dan 

pelestarian lingkungan, terutama dalam konteks alam atau perbukitan, menjadi 

esensi bagi peningkatan keberlanjutan wilayah perlindungan. Dalam 

mengimplementasikan hal ini, pertimbangan yang cermat terhadap dampak 

kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkannya menjadi krusial untuk 

menjaga keberlangsungan fungsi kawasan lindung tersebut. Sebagai contoh, 

insiden bencana alam seperti longsor, banjir, dan tsunami telah memberikan 

dampak yang signifikan terhadap kawasan konservasi, di antaranya adalah 

kerusakan yang dialami oleh bentuk geografis yang dikenal sebagai bukit. Bukit, 

sebagai manifestasi morfologi alamiah, merupakan suatu entitas topografis yang 

ditandai dengan elevasi tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya, meskipun 

memiliki ketinggian relatif yang lebih rendah daripada formasi geologis yang lebih 

besar seperti gunung. Hal yang membedakan antara bukit dengan gunung adalah 

bukit memiliki ketinggian maksimal 2000 kaki atau 600 meter diatas permukaan 

laut.  

                                                      
6 Anshori, Y., & Yusro, W. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan di Wilayah Bukit Camang Lampung. Jurnal Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya 

Alam, 8(3), 221-233 
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Adanya kepentingan yang mendasar dalam mengamati isu ini menjadi sebuah fokus 

yang tidak dapat diabaikan. Seiring dengan penguasaan bukit sebagai entitas alam 

yang baru di dalam konteks konservasi, tindakan tersebut menyiratkan 

perlindungan yang berpotensi dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih 

luas. Dalam konteks ini, terdapat implikasi bahwa perlindungan terhadap 

lingkungan bukanlah sekadar aspirasi, melainkan suatu kebutuhan yang esensial, 

bahkan dapat disebut sebagai hak yang bersifat universal. Merujuk pada isu yang 

disebutkan, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan 

regulasi yang berkaitan dengan konservasi perbukitan, sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tingkat II Lampung No. 7 

Tahun 1988, yang menegaskan tata tertib administrasi dan kesepakatan penggunaan 

lereng, perbukitan, dan pegunungan di wilayah kotamadya. Selain itu, langkah 

pemerintah ini juga tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 

(RTRW) untuk periode 2011-2030. Tidak dapat disangkal bahwa terdapat sejumlah 

signifikan dari populasi yang bergantung pada penambangan sebagai mata 

pencaharian utama. Pemerintah, dalam menjalankan tanggung jawabnya, tidak 

dapat secara sepihak menghentikan kegiatan tersebut tanpa memberikan alternatif 

yang layak. Terutama mengingat adanya banyak individu yang sangat bergantung 

pada kegiatan penambangan di daerah pegunungan sebagai sumber penghidupan 

mereka.7  

 

                                                      
7 Darmawan, A., & Handayani, P. (2018). Analisis Dampak Penggerusan Bukit Terhadap 

Lingkungan di Desa Bumiagung Lampung Tengah. Jurnal Pertanian Terpadu, 6(2), 59-66. 



7 

 

Kerusakan lingkungan menjadi isu yang semakin penting dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang paling 

sering terjadi adalah penggerusan bukit yang dapat memberikan dampak negatif 

bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu daerah yang 

mengalami masalah serius terkait penggerusan bukit adalah Lampung, Indonesia.8  

 

Bukit yang terletak di jalan soekarno-hatta kelurahan way laga  di Bandar Lampung 

adalah contoh nyata dari kerusakan lingkungan akibat penggerusan bukit. 

Pertambangang tanpa izin di perbukitan yang tidak terkendali di wilayah ini telah 

mengakibatkan degradasi ekosistem, hilangnya flora dan fauna, degradasi tanah, 

serta banjir dan tanah longsor yang mengancam keselamatan penduduk setempat. 

Efek negatif ini merupakan tanda pelanggaran hukum dan perlindungan lingkungan 

yang harus ditanggapi dengan serius. 

 

Fenomena banjir dan kekeringan memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-

prinsip konservasi sumber daya tanah dan air. Baik banjir maupun kekeringan 

merupakan manifestasi dari degradasi tanah yang disebabkan oleh proses erosi. 

Erosi tersebut mengakibatkan penurunan dalam kemampuan tanah untuk menyerap 

air, yang dikenal sebagai infiltrasi. Tanah yang mengalami erosi akan diangkut oleh 

aliran permukaan dan kemudian didepositokan di berbagai badan air seperti sungai, 

muara sungai, saluran irigasi, waduk, dan sebagainya, yang pada akhirnya 

menyebabkan terjadinya pendangkalan. Peningkatan volume aliran permukaan 

serta pendangkalan di sungai mengarah pada kejadian banjir, sementara tingkat 

                                                      
8 Siregar, P. A., & Handayani, N. A. (2017). Penyebab dan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat 

Penggerusan Bukit di Lampung Timur. Jurnal Lingkungan dan Tindakan. 
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infiltrasi yang rendah mengurangi pengisian air tanah, menghasilkan kondisi 

kekeringan pada musim kemarau. 

 

Pembangunan di Bandar Lampung selama ini juga kurang memperhatikan dampak 

lingkungan tersebut. Sudah banyak bukit di Bandar Lampung yang diegrus oleh 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan keuntungan 

untuk pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada masyarakat. 

Perlu diingat bahwa bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, wilayah 

Aceh yang indah begitu saja hancur diterjang gelombang tsunami tersebut. Hal ini 

sangat berkaitan dengan keberadaan bukit-bukit yang terletak di Bandar Lampung.  

 

Bukit-bukit ini harus diperhatikan dan juga dipertahankan agar dapat 

mengantisipasi tsunami yang sewaktu-waktu bisa terjadi, apalagi jika diingat 

provinsi Lampung ini wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan sangat mungkin 

apabila terjadi bencana alam seperti tsunami. Sebab apabila terjadi tsunami 

terjangan gelombang air tersebut tingginya bisa berkisar antara 10 sampai dengan 

25 meter, akan tertahan dengan perbukitan sehingga air tidak langsung tumpah ke 

daratan. Namun gelombang air akan terpecah sehingga energi dan kecepatan 

terjangan gelombang air dapat direduksi sekecil mungkin. Selain tsunami juga 

bencana alam lainnya seperti terjangan angin dan badaipun dapat diredam sebuah 

perbukitan maupun gunung sehingga efek yang timbul dapat dinetralisasi.   

 

Daerah perbukitan di suatu wilayah  juga dapat bermanfaat sebagai kawasan hutan 

kota dan daerah resapan air. Penguapan air laut menyebabkan uap air yang naik dari 

daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah bersama dengan tiupan angin 

yang melewati daerah pegunungan dalam perjalanannya, mengembun karena 



9 

 

pengaruh suhu dingin, sehingga turunlah hujan. Air hujan mengairi daerah 

pegunungan dan perbukitan, yang kemudian mengalir secara gravitasi dan melalui 

saluran yang terbentuk secara alami. Oleh karena itu, fungsi gunung dan bukit 

menjadi sangat penting untuk daerah resapan air. Bila kawasan perbukitan dengan 

fungsi ekologis hilang begitu saja, Tentu akan terjadi suatu bencana yang merupkan 

bencana ekologis bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. 

 

Dalam upaya menyelamatkan bukit-bukit yang ada, Lembaga Swadaya Masyarakat 

Komite Pemantauan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia telah mengambil 

tindakan tegas berupa surat pengaduan ke Kepolisan Daerah Lampung 

No.196/KPP-HAM/LPG/X/2021 atas dugaan pertambangan bukit yang bersifat 

ilegal, bukit di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang, 

Bandar Lampung karena tidak memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP), Surat Izin 

Penambangan Batu (SIPB) serta izin pengangkutan dan penjualan, bahwa apabila 

mengacu kepada Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-

Undang No.4 Tahun 2009   Karena lokasi tanah dan bebatuan telah beroperasional 

mengeruk tanah dan bebatuan dengan menggunakan alat berat ekskavator, serta 

hasil tanah dan bebatuan tersebut diperjual belikan kepada konsumen, kegiatan 

tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000.000.,00 (seratus milyar rupiah) ketentuan tersebut tertuang dalam 

pasal 158. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah diuraikan, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian dalam 
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bentuk skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

dalam Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin pada Bukit di Bandar 

Lampung”. 

 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

1.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: 

a. Apakah peran yang dilakukan Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat  

dalam melakukan pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin pada bukit di 

bandar lampung ? 

b. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan pencegahan tindak pidana 

pertambangan tanpa izin yang di alami Kepolisian dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat ? 

 

2.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian adalah Hukum Pidana, dengan kajian mengenai faktor- 

faktor penyebab terjadinya kerusakan bukit di Lampung serta upaya pencegahan 

terhadap permasalahan tersebut, khususnya bukit yang terdapat di wilayah Bandar 

Lampung. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah dan  Lembaga Swadaya Masyarakat 

dalam mencegah kerusakan bukit di Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan selama melakukan 

upaya pencegahan kerusakan bukit tersebut. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, pengetahuan dan 

wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian terhadap peranan 

masyarakat dalam upaya pencegahan kerusakan bukit di daerah Lampung, 

khususnya Bandar Lampung. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam 

faktor pencegahan kerusakan bukit di Lampung khususnya Bandar Lampung. 

 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan salah satu bentuk pendukung dari sebuah penelitian, 

hal Ini dikarenakan teori yang dijelaskan didalam kerangka teoritis tersebut 

berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teoritis ini juga digunakan 

untuk menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang terdapat didalam sebuah 

penelitian. Teori-teori ini dipakai sebagai titik acuan untuk membahas mengenai 

pembahasan selanjutnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritis 

tersebut dibuat dengan tujuan untuk meyakini kebenaran sebuah penelitian 

tersebut.9  

a.  Teori Peran  

Peran adalah dimensi yang berubah-ubah dari status sosial seseorang. Ketika 

individu tersebut memenuhi hak dan tanggung jawab yang melekat pada statusnya, 

                                                      
9 Ari Kunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 

107 
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ia secara efektif melaksanakan suatu peran dalam struktur sosial yang ada.10 Status 

mencerminkan serangkaian hak dan tanggung jawab yang terikat pada individu saat 

mereka melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan posisi mereka. 

Dengan demikian, peran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang timbul 

sebagai akibat langsung dari kedudukan jabatan yang diemban. Individuisme 

seorang subjek juga menentukan modus operandi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan, baik pada hierarki puncak, menengah, 

maupun dasar, yang semuanya memperlihatkan keterkaitan peran yang seragam. 

Peran dalam konteks ini merujuk pada serangkaian aktivitas atau ekspresi perilaku 

yang ditunjukkan oleh individu yang mengemban suatu kedudukan dalam struktur 

sosial. 

 

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto, mencakup tiga hal penting, 

yaitu : 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemsyarakatan. 

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.11   

 

                                                      
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, hlm.242 
11 Ibid. 
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b.  Teori Faktor Penegak Hukum  

Menurut analisis Prof. Dr. Soerjono Soekanto, aspek-aspek yang memengaruhi 

penegakan hukum memiliki kontribusi signifikan terhadap hasil yang 

termanifestasi baik secara positif maupun negatif. Gangguan dalam proses 

penegakan hukum seringkali muncul ketika terjadi disonansi antara nilai-nilai, 

norma-norma, dan praktik-praktik perilaku yang berlaku, yang sering disebut 

sebagai "tritunggal". Apabila terdapat diskrepansi antara nilai-nilai yang 

beriringan dan tercermin dalam aturan yang ambigu, serta pola perilaku yang 

tidak terarah yang berpotensi mengganggu harmoni dalam interaksi sosial, maka 

implementasi penegakan hukum menjadi terhambat. Ini mengindikasikan bahwa 

penegakan hukum tidak akan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsipnya 

yang seharusnya atau akan terkendala dalam pelaksanaan dan efektivitasnya. Inti 

dari penegakan hukum dipengaruhi oleh beragam faktor yang memainkan peran 

vital dalam dinamika proses tersebut. Faktor-faktor yang relevan mencakup, 

namun tidak terbatas pada, dimensi hukum, elemen penegak hukum, 

infrastruktur yang mendukung, partisipasi masyarakat, dan aspek kebudayaan 

yang memengaruhi persepsi serta respons terhadap hukum dan keadilan.12  

2.  Konseptual 

Secara konseptual, sebuah struktur dikonstruksi untuk mengilustrasikan 

keterhubungan antara entitas konseptual yang spesifik, yang merupakan deduksi, 

serta makna-makna yang terkait dengan terminologi yang hendak diselidiki, dengan 

tujuan menghindari terjadinya penafsiran yang tidak tepat terhadap permasalahan 

                                                      
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, 

Jakarta, 1983. 
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yang bersangkutan. Dalam mengelaborasi pengertian yang terkait dengan 

penyusunan proposal skripsi ini, penulis memperhatikan pentingnya menghindari 

keragaman penafsiran atau interpretasi yang dapat timbul. Fokusnya adalah 

memberikan pemahaman yang tajam dan tepat. Selanjutnya, disajikan konsepsi 

mengenai beberapa terminologi yang dipergunakan dalam konteks penelitian ini, 

antara lain: 

a. Peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.13   

b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. 

c. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah wujud partisipasi masyarakat guna 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial yang berfokus pada 

pengabdian secara swadaya.14  

d. Pencegahan adalah suatu proses yang berupa tindakan mencegah maupun 

tindakan menahan yang dimana Tindakan tersebut bertujuan untuk menahan 

agar sesuatu tidak terjadi. 

e. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum 

yang dapat mengakibatkan pembuatnya dikenakan pidana.15 

                                                      
13 Nuruni dan Kustini, 2011, Experiental Marketing, Emotional Branding and Brand, Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan, 7(11). 
14 https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-lembaga-swadaya-

masyarakat-13 
15 Adami Hazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69 
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f. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara.16  

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan tentang bukit, tinjauan tentang kerusakan lingkungan, serta tinjauan 

tentang lembaga swadaya masyarakat. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. 

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Berisi tentang jawaban atas rumusan masalah dan penjelasan mengenai hasil 

penelitian terkait Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam 

Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Bukit di Bandar 

Lampung 

 

 

 

                                                      
16 Kementerian ESDM Tahun 2004. 
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BAB V: PENUTUP 

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian 

mengenai pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada bukit di Bandar 

Lampung.  



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Perbuatan melanggar hukum yang umumnya dikenal sebagai tindak pidana 

merupakan sebuah fenomena yang tidak terlepas dari konteks sosial dan temporal. 

Seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel, tindak pidana merujuk pada perilaku 

individu yang telah diatur dalam perundang-undangan, yang bertentangan dengan 

norma hukum, yang dianggap memerlukan hukuman, dan dilakukan dengan unsur 

kesalahan. Dalam struktur administratif suatu entitas politik, prinsip-prinsip 

normatif yang mengatur perilaku individu dan kelompok merupakan pijakan utama 

dalam menjaga ketertiban sosial. Fenomena ini diwujudkan dalam sistem hukum 

yang terdiri dari serangkaian regulasi dan mandat yang mengatur beragam aspek 

kehidupan masyarakat, serta memberikan dasar untuk penerapan sanksi sebagai 

respons terhadap pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan.17  

 

Fenomena kejahatan sebagai manifestasi sosial yang melintasi generasi dan 

geografi, menegaskan ketidakberhentian interaksi kompleks antara struktur sosial, 

nilai-nilai budaya, dan faktor ekonomi. Dinamika ini menandai kompleksitas 

adaptasi kejahatan terhadap perubahan lingkungan sosial, yang senantiasa 

menantang upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum. Adapun proyeksi

                                                      
17 Sudikno Mertukusomo,”Mengenal Hukum” Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003, hlm. 40 
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masa depan, tidaklah mengherankan jika keresahan masyarakat dan otoritas 

pemerintah terus menjadi akibat dari eskalasi permasalahan kejahatan, baik dari 

segi kedalaman maupun luasnya cakupan fenomena tersebut. Perbuatan 

kriminalitas merupakan manifestasi dari perilaku devian yang konsisten dalam 

eksistensinya di dalam setiap strata masyarakat, mendemonstrasikan bahwa 

fenomena kriminalitas akan senantiasa hadir dan membutuhkan perhatian yang 

lebih intensif dan terarah. Upaya tersebut mencakup strategi-strategi seperti 

kodifikasi dan harmonisasi sistem hukum spesifik, seiring dengan inisiatif untuk 

menyusun regulasi baru yang responsif terhadap dinamika kejahatan yang semakin 

berkembang dan menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Beragam perilaku 

melanggar hukum yang mengemuka di tengah masyarakat meliputi, antara lain, 

tindak penipuan. Terlebih lagi, saat ini terdapat prevalensi yang signifikan dari 

kejahatan penipuan dengan variasi bentuk yang beragam, menunjukkan evolusi 

yang kompleks serta meningkatnya tingkat kecerdasan yang terlibat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Ini menandakan bahwa tiap 

individu diharapkan untuk mematuhi regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam konteks menjalani kehidupan dalam masyarakat dan negara. 

 

Kategori kejahatan dapat diperinci menjadi dua segmen esensial, yakni Tindak 

Pidana Formiil serta Tindak Pidana Materiil. Tindak Pidana Formiil mengacu pada 

perbuatan yang secara tegas diidentifikasi dan dijelaskan dalam korpus hukum, baik 

melalui deskripsi tindakan tertentu maupun kelalaian. sementara Tindak Pidana 

Materiil merujuk pada aksi yang menimbulkan konsekuensi konkret atau hasil yang 
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terlihat.18  Tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan tersebut 

terkadang dimasukkan atau tidak dimasukkan sebagai elemen dalam pembentukan 

kejahatan.19 Kejahatan merupakan manifestasi dari perilaku devian yang mendasari 

eksistensinya dalam segala bentuk struktur sosial, menggambarkan bahwa 

kejahatan akan senantiasa hadir sebagaimana penyakit dan kematian yang berulang, 

serupa dengan pergantian musim dari satu tahun ke tahun berikutnya.20 Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana umumnya dapat 

dikelompokkan ke dalam dua unsur utama, yakni unsur subjektif, yang merupakan 

karakteristik internal yang melekat pada pelaku, dan unsur objektif, yang berkaitan 

dengan kondisi atau situasi eksternal yang mempengaruhi tindakan tersebut. 

Menurut Lamintang, unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:21  

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan; 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk; 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad; dan 

5. Perasaan takut atau vress. 

 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:  

1. Sifat melanggar hukum; 

2. Kualitas dari si pelaku. 

 

Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni : 

Unsur pokok subjektif, yaitu sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa). Serta unsur 

pokok objektif, yaitu:22  

1. Perbuatan manusia  

                                                      
18 Adami, hazami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta 
19 J. Remellink, Pengantar Hukum Pidana Materiil 1, Sungging,Yogyakarta 2014, hlm. 77 

20 Susilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan) ,Bogor,1985, Politeia, hlm 

65-66. 
21 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung 1996, 

hlm 193. 
22 Leden Marpaung, Asas Teori, Jakarta, 2012, Sinar Grafika, hlm 9-10  
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2. Akibat (result) perbuatan manusia  

3. Keadaan-keadaan  

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 

 

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:  

1. Kesengajaan (Opzet) Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur 

kesengajaan atau Opzet. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:  

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) Dapat dikatakan bahwa si 

pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok 

alasan diadakan ancaman hukuman pidana.  

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids 

Bewustzinf) Kesengajaan semacam ini ada apbila si pelaku dengan 

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.  

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-

Dalam domain kesadaran, terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tindakan yang dilakukan secara sadar namun tanpa jaminan atas hasil yang 

akan terjadi, melainkan hanya bersifat spekulatif terkait kemungkinan 

konsekuensinya. 

2.  Kelalaian, yang dalam terminologi hukum sering disebut sebagai culpa, 

merujuk pada suatu bentuk kelalaian atau kesalahan yang diakui secara umum. 

Dalam ranah ilmu hukum, culpa memiliki konotasi teknis yang 

menggambarkan jenis pelanggaran hukum di mana pelaku tindak pidana tidak 

bertindak dengan sengaja, namun kurang berhati-hati dalam tindakannya 

sehingga mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan dari delik tersebut. 

Meskipun demikian, pelaku dalam hal ini memiliki kesadaran akan 
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kemungkinan terjadinya konsekuensi dari perbuatannya, meskipun tidak secara 

langsung dikehendaki.23  

 

B. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian  

Peran serta fungsi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menempatkannya dalam paradigma yang melibatkan dinamika yang kompleks 

antara otoritas pemerintahan dan dinamika sosial masyarakatnya. Sebagai garda 

terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, kepolisian senantiasa 

dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan kekuasaan dengan 

kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayaninya. Struktur organisasi 

Kepolisian dalam suatu negara merupakan hasil dari interaksi kompleks antara 

sistem politik yang mengatur kebijakan publik dan kontrol sosial yang diterapkan 

dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam Konteks Negara Republik Indonesia, 

Penetapan Pemerintah Nomor 11/S.D. mengubah status Kepolisian menjadi sebuah 

Jawatan tersendiri yang berada di bawah kendali langsung Perdana Menteri. 

Konsekuensi dari penetapan tersebut adalah peningkatan kedudukan Polisi menjadi 

setara dengan Departemen dalam hierarki pemerintahan, sementara posisi Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejajar dengan Menteri dalam 

struktur kelembagaan negara. 

 

Pemerintah memandang pentingnya peran Kepolisian dalam meningkatkan 

efektivitasnya serta memperluas jaringan hubungan hierarkis hingga ke strata 

terendah, termasuk di tingkat kecamatan. Posisi Kepolisian dalam ranah 

                                                      
23 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung,Rafika Aditama, 2008, 

hlm 65-72. 
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pemerintahan senantiasa menjadi subjek perhatian berbagai entitas untuk 

menentukan struktur hierarkisnya. Selama masa pemerintahan Orde Baru, struktur 

Kepolisian Republik Indonesia terintegrasi ke dalam Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI), yang didominasi oleh nilai-nilai dan budaya militer. Keterikatan 

yang kuat terhadap paradigma militeris terbentuk selama lebih dari tiga dekade 

pemerintahan tersebut. Namun, pada tahun 1998, tuntutan yang kuat dari 

masyarakat muncul, menuntut transformasi menuju sebuah tatanan pemerintahan 

yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. 

 

Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Tap MPR No.VI/2000 diberlakukan, 

menegaskan bahwa salah satu aspek yang muncul dari agenda Reformasi dan 

agenda-agenda yang dihadapi ke depan adalah pelaksanaan demokratisasi. Ini 

mendorong perlunya perubahan posisi dan struktur Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI). Diketahui bahwa hasil penggabungan instansi-instansi 

keamanan tersebut menciptakan ambiguitas dan saling tumpang tindih dalam peran 

dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai penegak ketertiban 

masyarakat. Polri, sebagai institusi kepolisian nasional, memegang peranan sentral 

dalam menjaga stabilitas dan keamanan di dalam negeri. Pasca periode yang 

panjang di bawah kendali Menhankam/Panglima ABRI selama 32 tahun, 

keberadaan Polri kembali ditempatkan di bawah otoritas langsung Presiden. 

Terdapat dasar hukum yang kuat yang mengatur fungsi serta tanggung jawab Polri, 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, Polri diidentifikasi 

sebagai instrumen negara yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

masyarakat (kamtibmas), mengawasi kegiatan kejahatan dan pelanggaran hukum 
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(gakkum), serta menyediakan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan publik 

dalam upaya memelihara ketertiban administrasi pemerintahan (Kamdagri). Dalam 

pasal kedua dari bab kedua Tap MPR No. VII/2000, disebutkan bahwa Polri 

dianggap sebagai sebuah entitas yang menjadi alat Negara yang bertanggung jawab 

dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), melaksanakan 

penegakan hukum, memberikan perlindungan, serta memberikan layanan kepada 

masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Polri diharapkan 

memiliki kecakapan dan keterampilan yang mencerminkan standar profesionalisme 

yang tinggi. Secara substansial, Polri tidak dapat disamakan dengan entitas non-

departemen, melainkan berada di bawah kendali Presiden, yang berperan sebagai 

kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. 

 

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, penting untuk 

mengkaji dengan cermat formulasi tugas inti serta wewenang yang diberikan 

kepada Polri sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Perlu juga dipahami dengan jelas peran serta fungsi 

yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konteks 

pelaksanaan tugasnya. 

 

1. Fungsi Kepolisian  

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban 

fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: 

a. kepolisian khusus, b. pegawai negri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan 
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swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. 

 

2. Tugas pokok Kepolisian 

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Penjabaran tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian RI. 

 

3. Kewenangan Kepolisian 

Pasal 15 dan 16 dari Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menguraikan 

dengan rinci tanggung jawab dan kekuasaan yang dimiliki oleh Kepolisian RI, 

sementara Pasal 18 memuat mengenai prerogatif Kepolisian yang berakar pada 

Kode Etik Kepolisian. Berdasarkan formulasi yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai fungsi, tugas pokok, serta tanggung jawab 

Polri, dapat disimpulkan bahwa peranan utama kepolisian mencakup Tugas 

Pembinaan Masyarakat (Pre-emtif). Ini mencakup segala upaya dan kegiatan yang 

dilakukan untuk memajukan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran 

hukum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab yang 

diemban oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ranah ini 

menitikberatkan pada Praktik Penegakan Hukum Berbasis Masyarakat 

(Community Policing), yang melibatkan interaksi yang berkelanjutan dan 
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kolaboratif antara aparat kepolisian dan masyarakat dengan mengedepankan aspek 

sosial dan hubungan mutualistik. Namun, aktualisasi konsep Community Policing 

terkadang mengalami distorsi dalam implementasinya di tingkat kepolisian daerah 

(Polres-polres), mengakibatkan pergeseran dari prinsip-prinsip inti yang mengawal 

tujuan keseluruhan dari pendekatan tersebut. Sebagaimana telah diindikasikan 

sebelumnya, dalam mengevaluasi dan membandingkan sistem kepolisian dari 

negara-negara lain, aspek administratif pemerintahan bukanlah satu-satunya 

pertimbangan yang relevan. Pentingnya juga untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis karakteristik sosial masyarakat yang menjadi konteks bagi sistem 

kepolisian tersebut. 

 

C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat 

1. Pengertian LSM 

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang disebut LSM merupakan wujud 

partisipasi masyarakat, dimana masyarakat berusaha untuk meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan sosial, yang berfokus pada pengabdian secara swadaya. 

LSM didirikan oleh individu maupun kelompok individu yang secara sukarela 

menawarkan jasa kepada masyarakat umum tanpa keuntungan. 

 

2. Tujuan dan Fungsi LSM 

LSM memiliki peran dalam hal menampung aspirasi serta menyelaraskan upaya 

dengan tujuan yang ditetapkan antara hak dan kewajiban masyarakat ditentukan 

oleh organisasi. 
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Peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat, yakni: 

a) LSM memiliki peran tersendiri dalam mengakomodir keinginan warga negara 

yang kemudian dapat disalurkan ke dalam institusi politik atau pemerintah 

untuk menciptakan keseimbangan komunikasi antara masyarakat dan 

pemerintah. 

b) Organisasi non-pemerintah juga berpartisipasi dalam dukungan 

Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, sehingga pembangunan itu 

dirancang oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.24  

 

D. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa izin  

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan BatuBara, pertambangan diartikan: “Sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pegusahaan mineral atau batu 

bara yang menyelidiki penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

kegiatan pasca tambang”.  

 

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang oleh aturan hokum dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang dalam rangka kegiatan penelitian, pengelolaan dan 

pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang25 sebagaimana diatur 

                                                      
24 Ari Ganjar Hardiansyah, Randi, Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan, Jurnal Pemikiran dan Penelitian, Vol.1, 

Desember 2016. 
25 Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana 
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dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna 

perlindungandalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral  dan batu bara. 

Kegiatan penambangan atau penggalian ilegal yang dilakukan oleh masyarakat atau 

perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip 

penambangan yang baik dan benar (mining). 

 

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara menyebutkan asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus 

memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak. Barangsiapa 

yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang di keluarkan 

oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya 

pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu 

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Usaha Pertambangan 

Bahwa Tindak Pidana Pertambangan adalah salah satu tindak pidana khusus yang 

diatur oleh Undang-Undang sendiri yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu semua yang 

berhubungan dengan pertambangan harus tunduk terhadap Undang-undang 

tersebut. Undang-Undang Pertambangan dan Batubara memuat (5) unsur utama 

yaitu: Usaha penambangan tanpa izin, keterangan palsu, eksplorasi tanpa izin, 

                                                      
Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). Jurnal Analogi 

Hukum. 1(3). ( Denpasar : Warmadewa,2019).hlm.368. 
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operasi produksi tanpa izin, mengganggu usaha pertambangan milik orang lain. 

Namun dalam hal ini penulis tidaklah menjabarkan satu persatu isi dari setiap pasal 

demi pasal didalam undang-undang pertambangan tersebut, tetapi lebih 

memfokuskan pada pasal-pasal terkait izin usaha pertambangan serta pasal-pasal 

mengenai pelanggaran-pelanggaran di dunia pertambangan. Adapun isi dari pasal-

pasal tersebut adalah : 

1)  Pasal 158 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa 

IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), 

Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu : 

a. Unsur setiap orang yaitu setiap orang perseorangan warga negara Indonesia 

atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di pertambangan sebagai subyek 

hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan 

hukum yang dilakukannya. 

b. Unsur melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK yaitu perbuatannya 

melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang 

diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal. 

2) Pasal 159 berbunyi: “Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 
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huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) 

dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu : 

a. Unsur setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yaitu “orang perseorangan atau 

badan usaha sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan 

tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. 

b. Unsur dengan sengaja menyampaikan laporan IUP, IPR atau IUPK tidak benar 

atau keterangan palsu yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan 

ilegal. 

3)  Pasal 160 belrbulnyi: “(1) Seltiap orang yang mellakulkan elksplorasi tanpa melmiliki 

IU lP ataul IUlPK selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 37 ataul Pasal 74 ayat (1) 

dipidana delngan pidana kulrulngan paling lama 1 (satul) tahuln ataul delnda paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dula ratuls julta rulpiah). (2) Seltiap orang yang 

melmpulnyai IU lP Elksplorasi teltapi mellakulkan kelgiatan opelrasi produlksi dipidana 

delngan pidana pelnjara paling lama 5 (lima) tahuln dan delnda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (selpullulh miliar rulpiah).” 

Telrdapat ulnsulr-ulnsulr pidana nya yaitul: 

a. Ulnsulr seltiap orang yaitul “orang” selbagai sulbye lk hulkulm/pellakul tindak pidana 

yang dapat dimintakan pelrtanggulngjawaban pidananya delngan syarat apabila 

pelrbulatan tindak pidana/pelrbulatan mellawan hulkulm yang dilakulkannya. 
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b. Ulnsulr delngan selngaja mellakulkan pelnambangan elksplorasi tanpa IU lP atau l 

IU lPK dan/ataul melmpulnyai IU lP Elksplorasi teltapi mellakulkan kelgaitan opelrasi 

produlksi yaitul pelrbulatannya mellawan hulkulm dalam hal ini diartikan sama 

delngan mellakulkan pelrtambangan ilelgal. 

4) Pasal 161 belrbulnyi: “Seltiap orang ataul pelmelgang IUlP Opelrasi Produlksi ataul 

IU lPK Opelrasi Produlksi yang melnampulng, melmanfaatkan, mellakulkan pelngolahan 

dan pelmulrnian, pelngangkultan, pelnjulalan minelral dan batulbara yang bulkan dari 

pelmelgang IUlP, IUlPK, ataul izin selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 37, Pasal 40 

ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 

ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), ataul Pasal 105 ayat (1) dipidana 

delngan pidana pelnjara paling lama 10 (selpullulh) tahuln dan delnda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (selpullulh miliar ru lpiah).” 

Telrdapat ulnsulr-ulnsulr pidana nya yaitul : 

a. Ulnsulr seltiap orang yaitul orang” selbagai sulbyelk hulkulm/pellakul tindak pidana 

yang dapat dimintakan pelrtanggu lngjawaban pidananya delngan syarat apabila 

pelrbulatan tindak pidana/ pelrbulatan mellawan hulkulm itul dilakulkannya. 

b. Ulnsulr selbagai selorang ataul pelmelgang IU lP opelrasi produlksi ataul IUlPK opelrasi 

produlksi yang melnampulng, melmanfaatkan, mellakulkan pelngolahan, dan 

pelrmulrnian, pelngangkultan, pelnjulalan minelral, dan batul bara yang bulkan 

pelmelgang IUlP, IUlPK yaitul pelrbulatannya mellawan hulkulm dalam hal ini 

mellakulkan pelrtambangan tanpa izin yang diartikan sama delngan mellakulkan 

pelrtambangan ilelgal. 
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5) Pasal 162 belrbulnyi: “Seltiap orang yang melrintangi ataul melngganggul kelgiatan 

ulsaha pelrtambangan dari pelmelgang IUlP ataul IUlPK yang tellah melmelnulhi syarat-

syarat selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana delngan pidana 

kulrulngan paling lama 1 (satul) tahuln ataul delnda paling banyak Rp. 100.000.000,00 

(selratuls julta rulpiah).” 

Telrdapat ulnsulr-ulnsulr pidana nya yaitul : 

a. Ulnsulr seltiap orang yaitul orang” selbagai sulbyelk hulkulm/pellakul tindak pidana 

yang dapat dimintakan pelrtanggu lngjawaban pidananya delngan syarat apabila 

pelrbulatan tindak pidana/ pelrbulatan mellawan hulkulm itul dilakulkannya. 

b. Ulnsulr delngan selngaja pelrbulatannya mellawan hulkulm dan melmiliki niat jahat 

(melns rela) ulntulk melngganggul kelgiatan ulsaha pelrtambangan lain yang tellah 

melmelnulhi syarat-syarat. 

 

3. Jelnis-Jelnis Tindak Pidana Pelrtambangan. 

Jelnis-jelnis Tindak Pidana dalam Bidang Pelrtambangan Dalam UlUl Pelrtambangan 

sellain melngelnal adanya tindak pidana illelgal mining julga telrdapat belrmacam-

macam tindak pidana lainnya, yang selbagaian belsar yang dituljulkan kelpada pellaku l 

ulsaha pelrtambangan, dan hanya satu l macam tindak pidana yang dituljulkan kelpada 

peljabat pelnelrbit izin di bidang pelrtambangan. Tindak pidana telrselbult adalah 

selbagai belrikult:26 

a. Tindak Pidana Mellakulkan Pelrtambangan Tanpa Izin 

Selbagaimana tellah dikeltahuli di atas bahwa Nelgara melmpu lnyai hak melngulasai 

                                                      
26 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, ( Jakarta: 

Rineka cipta, 2012), hlm.246 
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atas bulmi, air, dan kakayaan alam yang telrkandulng didalamnya telrmasulk 

tambang. Belrdasarkan hal telrselbu lt seltiap orang yang akan mellakulkan kelgiatan 

pelrtambangan atulran mainnya wajib melminta izin lelbih dahullul dari 

Nelgara/pelmelrintah. Apabila telrjadi kelgiatan pelnambangan pellakulnya tidak 

melmiliki izin, maka pelrbulatannya melrulpakan tindak pidana yang diatulr dalam 

pasal 158 Ulndang-Ulndang No. 4 tahuln 2009 Telntang Pelrtambangan Minelral 

dan Batulbara yang belrbulnyi: 

“Seltiap orang yang mellakulkan ulsaha pelnambangan tanpa IUlP, IPR, ataul IUlPK 

selbagaimana dimaksuld dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat 

(1), pasal 74 ayat (1) ataul dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 10 tahuln 

dan delnda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (selpullulh milyar rulpiah).”27 

b. Tindak Pidana Melnyampaikan Data Laporan Keltelrangan Palsul. 

Dalam mellaksanakan kelgiatan pelrtambangan dibultulhkan data ataul keltelrangan 

yang belnar dibulat olelh pellakul ulsaha yang belrsangkultan selpelrti data stuldi 

kellayakan, laporan kelgiatan ulsahanya, dan laporan pelnjulalan hasil tambang, 

agar hal telrselbult dapat dipelrtanggulngjawabkan. Pelrbulatan melmbelrikan data 

ataul laporan yang tidak belnar selbelnarnya sanksinya suldah diatulr dalam pasal 

263 KUlHP telntang pelmalsulan su lrat. Dibidang pelrtambangan julga pelmalsulan 

sulrat suldah diatulr selcara khu lsuls, telrhadap pellakulnya dapat di pidana 

belrdasarkan pasal 159 Ulndang-Ulndang Nomor 4 Tahuln Tahuln 2009 Telntang 

Pelrtambangan Minelral dan Batulbara yang dapat di pidana delngan pidana pelnjara 

                                                      
27 Ibid, hlm. 248 
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paling lama 10 tahuln dan delnda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (selpullulh 

milyar rulpiah).28 

c. Tindak Pidana Mellakulkan Elkplorasi Tanpa Hak 

Pada dasarnya ulntulk mellakulkan kelgiatan ulsaha pelrtambangan wajib melmiliki 

izin dan seltiap izin yang dikellularkan ada 2 (dula) kelgiatan yang haruls dilakulkan 

yaitul ulntu lk elkplorasi dan elkploitasi. Kelgiatan elksplorasi mellipulti pelnye llidikan 

ulmulm, elksplorasi dan stuldi kellayakan. Yang dimaksu ld elksplorasi adalah 

tahapan kelgiatan ulsaha pelrtambangan ulntulk melmpelrolelh informasi selcara 

telrpelrinci dan telliti telntang lokasi, belntulk, dimelnsi, selbaran kulalitas, dan sulmbelr 

daya telrulkulr dari bahan galian selrta informasi melngelnai lingkulngan sosial dan 

lingkulngan hidulp (Pasal 1 angka 15 UlUl No. 4 Tahuln 2009 Telntang 

Pelrtambangan Minelral dan Batulbara). Olelh karelna mellakulkan kelgiatan 

elksplorasi pelrtambangan didasarkan atas izin yang dikellularkan pelmelrintah yaitul 

IU lP ataul IUlPK, maka elkplorasi yang dilakulkan tanpa izin telrselbult melrulpakan 

tindakan pidana yang diancam hulkulman belrdasarkan pasal 160 ayat 1 UlUl No. 4 

tahuln 2009 Telntang Pelrtambangan Minelral dan Batulbara di pidana delngan 

pidana kulrulngan paling lama satul tahuln ataul delnda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (Dula ratuls julta rulpiah).29 

d. Tindak Pidana Selbagai Pelmelgang IUlP Elksplorasi Tidak Mellakulkan Kelgiatan 

Opelrasi Produlksi. 

Orang yang mellakulkan kelgiatan ulsaha pelrtambangan pada prinsipnya 

mellakulkan pelnambangan delngan cara melnggali tanah ulntulk melndapatkan hasil 

                                                      
28 Ibid, hlm.248-249. 
29 Ibid, hlm.249. 
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tambang kelmuldian dijulal dan akan melmpelrolelh kelulntulngan. Selpelrti dikeltahuli 

diatas, bahwa kelgiatan ulsaha pelrtambangan telrdiri atas kelgiatan elksploarasi dan 

elksploitasi. Oleh karena itu, telrdapat 2 (dua) tahap dalam melakukan usaha 

pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan 

kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi 

pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh 

melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. 

Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 Tentang 

Pelrtambangan Mineral dan Batubara yang dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 tahun dan denda paling banyak “Rp. 10.000.000.000,00-. (Sepuluh 

milyar rupiah)” Ketentuan tersebut digunakan pemerintah selbagai alat ulntulk 

mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan 

eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakulkan kelgiatan operasi produlksi 

padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.30 

e. Tindak Pidana Pelnculcian Barang Tambang 

Dalam kelgiatan kelulangan dan pelrbankan dikelnal adanya pelnculcian ulang atau l 

monely lau lndelring, dimana ulang yang belrasal dari keljahatan “diculci” mellakulkan 

pelrulsahaan jasa kelulangan agar melnjadi ulang yang dianggap “belrsih”. Dibidang 

pelrtambangan julga dapat telrjadi pelnculcian hasil tambang, pelnambang-

pelnambang gellap dapat belrhulbulngan delngan para pelnambang yang melmiliki 

izin ulntulk melngadakan transaksi hasil tambangnya selhingga sampai ke l 

masyarakat melrulpakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pelnculcian 

                                                      
30 Ibid, hlm.250. 
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barang tambang (mining laulndelring) dalam Ulndang-ulndang No. 4 tahuln 2009 

Telntang Pelrtambangan Minelral dan Batulbara di pidana delngan pidana pelnjara 

paling lama 10 tahuln dan delnda paling banyak “Rp10.000.000.000,00- (selpullulh 

milyar rulpiah). Ulntulk dapat melmbongkar keljahatan telrselbult telntul tidak muldah 

karelna pada ulmulmnya pelnambangan dilakulkan di daelrah peldalaman yang 

biasanya jaulh dari kelramaian dan selpi peltulgas, selhingga dibultulhkan adanya 

pelngawasan intelnsif delngan kelrjasama antara aparat kelmelntrian pelrtambangan, 

pelmelrintaah daelrah seltelmpat, dan kelpolisian. 

f. Tindak Pidana Melngahalangi Kelgiatan Ulsaha Pelrtambangan 

Pelngulsaha pelrtambangan yang tellah melmpelrolelh izin dari peljabat yang 

belrwelnang dapat selgelra mellakulkan kelgiatannya selsulai lokasi yang dibelrikan. 

Dalam mellaksanakan kelgiatan ulsaha pelrtambangan telrkadang tidak dapat 

belrjalan lancar karelna adanya ganggulan dari warga masyarakat seltelmpat. 

Ganggulan telrselbult telrjadi antara lain karelna diselbabkan jalan melnjadi rulsak 

akibat dilaluli kelndaraan-kelndaraan belrat, sulngai dan sawah telrtultulp tanah 

galian, tanaman melnjadi rulsak, dan lain-lain. Warga yang melrasa dirulgikan 

biasanya protels delngan melnghalangi delngan belrbagai cara agar pelnambangan 

tidak ditelrulskan. 

Telrhadap pelrbulatan yang melngganggul kelgiatan ulsaha pelrtambangan telrselbult 

melrulpakan tindak pidana yang diancam delngan pasal 162 UlUl No. 32 tahuln 2009 

Telntang Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp, di pidana delngan 

pidana kulrulngan paling lama satul tahuln dan delnda paling banyak 

“Rp100.000.000,00- (selratuls julta rulpiah)” Akibat adanya ganggulan dari 
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masyarakat akan melrelpotkanpelngulsaha pelrtambangan karelna proyelk tidak 

dapat  jalan, selbaiknya hal telrselbult tellah telrgambar dalam analisis psiko 

selhingga pelngulsaha dapat melnghindari akan timbullnya relsiko yang akan telrjadi. 

Misalnya, jika jalan yang dilelwati melnuljul proye lk selbellu lm rulsak belrat selgelra 

dipelrbaiki telntul masyarakat akan selnang.31 

g. Tindak Pidana yang Belrkaitan delngan Pelnyalahgulnaan Welwelnang Peljabat 

Pelmbelrian Izin 

Keltelntulan pidana yang tellah dibicarakan diatas lelbih banyak dituljulkan kelpada 

pelrbulatan yang dilakulkan olelh pelnelrima/pelmelgang izin tambang. Sellain itul 

Ulndang-Ulndang Pelrtambangan julga melngatulr telntang tindak pidana yang 

dituljulkan pada peljabat pelmbelri izin selbagaimana Pasal 165 yang belrbulnyi: 

“seltiap orang yang melngellularkan IUlP, IPR, ataul IUlPK yang belrtelntangan 

delngan ulndang-ulndang ini dan melnyalahgulnakan kelwelnangannya dibelri sanksi 

pidana paling lama 2 tahu ln pelnjara dan delnda paling banyak 

“Rp.200.000.000,00- (dula ratuls julta rulpiah)”. Pelrbulatan pelnyalahgulnaan 

kelwelnangan sifatnya lulas teltapi telrhadap peljabat pelnelrbit izin telrselbult dibatasi 

selpanjang pelrbulatan pelnelrbitan IUlP, IPR, ataul IUlPK saja. Tuljulan diatulrnya 

tindak pidana ini agar peljabat telrselbult dapat belkelrja delngan baik dan mellayani 

kelpelntingan masyarakat delngan selmelstinya.32 

h. Tindak Pidana yang Pellakulnya Badan Hulkulm 

Dalam tindak pidana dibidang pelrtambangan badan hulkulm dapat selbagai pellaku l 

pidananya selbagaimana diatulr pada Pasal 163 ayat 1 UlUl No.4 tahuln 2009 

                                                      
31 Ibid, hlm. 251 
32 Ibid, hlm.252 
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Telntang Pelrtambangan dan Batulbara. Melskipuln delmikian dalam Ulndang-

ulndang telrselbult tidak melmbelrikan pelngelrtian telntang badan hulkulm. Istilah 

badan hulkulm disinggulng dalam pelngelrtian badan ulsaha (Pasal 1 angka 23). 

Badan ulsaha adalah seltiap badan hulkulm yang belrgelrak dibidang pelrtambangan 

yang didirikan belrdasarkan hulkulm Indonelsia dan belrkeldu ldulkan dalam wilayah 

Nelgara kelsatulan RI. Jika tindak pidana dibidang pelrtambangan dilakulkan olelh 

sulatul badan hulkulm, maka dapat ditulntult kel pelngadilan adalah badan hulkulmnya, 

namuln hu lkulman yang dijatulhkan hakim sellain pidana pelnjara, julga pidana 

delnda telrhadap pelngulrulsnya. Disamping itul telrhadap badan hulkulm telrselbult 

dijatulhi hulkulman belrulpa pidana delnda delngan pelmbelratan ditambah 1/3 kali 

dari keltelntulan maksimulm pidana delnda yang dijatulhkan. Kelmuldian hakim julga 

dapat melnjatulhkan hulkulman tambahan telrhadap badan hulkulm belrulpa 

pelncabultan izin ulsaha dan/ataul pelncabultan statuls badan hulkulm.33 

 

E. Teori Peran  

Telori pelran  adalah telori yang melwakili kombinasi dari belrbagai telori, orielntasi, 

dan disiplin ilmul. Sellain psikologi, telori pelran belrasal dari sosiologi dan 

antropologi dan masih  digulnakan sampai selkarang.34 Telori ini melrulpakan 

pelrspelktif  sosiologi dan psikologi sosial yang mellihat selbagian belsar aktivitas 

selhari-hari selbagai aktor katelgori sosial. Seltiap pelran sosial telrdiri dari selpelrangkat 

hak, tulgas, harapan, norma, dan pelrilakul yang haruls dipelnulhi olelh selorang individul. 

Hal ini didasarkan pada pelngamatan bahwa orang belrpelrilaku l dapat dipreldiksi dan 

                                                      
33 Ibid, hlm.252-253. 
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), hlm. 854. 
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bahwa pelrilakul individul belrsifat spelsifik kontelks belrdasarkan statuls sosial dan 

faktor lainnya. Sellain itul, telori ini melrulpakan sulatul kulmpullan rulmulsan yang 

melmbatasi pelrilakul-pelrilakul selsulai delngan kelduldulkannya. 

 

Soelrjono Soelkanto, melnyatakan bahwa pelran selcara ulmulm adalah kelhadiran dalam 

melnelntulkan sulatul prosels kelbelrlangsulngan. Pelranan melrulpakan dinamisasi dari 

statis ataulpu ln pelnggulnaan dari pihak dan kelwajiban ataul yang diselbult sulbye lktif. 

Pelran diartikan selbagai tulgas atau l pelmbelrian tulgas kelpada selselorang atau l 

selkulmpullan orang. Sellanjultnya, Soelrjono Soelkanto, melnjellaskan telntang jelnis-

jelnis pelran selbagai belrikult:35 

a. Pelranan normatif adalah pelran yang dilakulkan selselorang ataul lelmbaga yang 

didasarkan pada selpelrangkat norma yang belrlaku l dalam kelhidulpan 

masyarakat.  

b. Pelranan idelal adalah pelranan yang dilakulkan olelh selselorang ataul lelmbaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai idelal ataul yang selharulsnya dilakulkan selsulai 

delngan kelduldulkanya di dalam su latul sistelm.  

c. Pelranan faktulal adalah pelranan yang dilakulkan selselorang ataul lelmbaga yang 

didasarkan pada kelnyataan selcara kongkrit di lapangan ataul kelhidulpan sosial 

yang telrjadi selcara nyata. 

 
F. Teori Upaya Penanggulangan 

Ulpaya pelnanggullangan pidana dikelnal delngan belbelrapa istilah, antara lain pelnal 

policy, criminal policy, strafrelchtspolitielk.36 Ulpaya pelnanggullangan keljahatan 

                                                      
35 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002. 
36 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2017 
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mellaluli pelnelgakan hulkulm pidana yang rasional, yaitul delngan rasa keladilan dan 

elfisielnsi. Ini adalah pelnanggullangan yang lelbih belrfokuls pada sifat relprelsif dari 

tindakan yang diambil olelh lelmbaga pelnelgak hulkulm seltellah keljahatan dilakulkan 

dan pada pelnjatulhan hulkulman atas keljahatan yang dilakulkan. Ulpaya 

pelnanggullangan pidana adalah bagian pelnting dari mellindulngi masyarakat 

(pelrlindulngan sosial) dalam melncapai kelseljahtelraan sosial. Ulpaya pelnanggullangan 

pidana melrulpakan tindakan yang belrkaitan delngan belbelrapa hal, yakni: 

a. Bagaimana ulpaya pelmelrintah dalam melnanggullangi keljahatan delngan hulkulm 

pidana; 

b. Bagaimana melrulmulskan hulku lm pidana agar selsu lai delngan keladaan 

masyarakat;  

c. Bagaimana kelbijakan pelmelrintah ulntulk melngatulr masyarakat mellaluli hulkulm 

pidana; 

d. Bagaimana melnggulnakan hulku lm pidana ulntulk melngatulr masyarakat ulntulk 

tuljulan yang lelbih belsar. 

 

Ulpaya pelnanggullangan pidana ataul crimel policy julga melmpu lnyai tuljulan akhir atau l 

tuljulan ultama yaitul “mellindulngi masyarakat ulntulk kelseljahtelraan rakyat”. Pada 

dasarnya, kelbijakan kriminal julga melrulpakan bagian intelgral dari kelbijakan sosial, 

yaitul kelbijakan ataul ulpaya ulntu lk melncapai kelseljahtelraan sosial. Ulpaya 

pelnanggullangan pidana sangat lulas dan komplelks cakulpannya. Hal ini masulk akal, 

karelna keljahatan pada dasarnya adalah masalah kelmanu lsiaan dan selkaliguls 

masalah sosial yang melmbultulhkan pelmahaman khulsuls. Keljahatan selbagai masalah 

sosial melrulpakan felnomelna dinamis yang telruls tulmbulh dan belrkelmbang. 
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G. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Telori faktor pelnghambat melrulpakan telori belrisikan hal-hal yang belrpelngarulh 

seldikit ataul bahkan melncelgah selsulatul telrjadi lelbih dari selbellulmnya. Dapat 

diartikan bahwa faktor pelnghambat adalah selsulatul yang dapat melnghambat 

kelmampulan selselorang ulntulk melncapai selsulatul, selbagai elfelk yang dibulat selndiri 

yaitul kelmalasan ataul bahkan faktor lingkulngan, telman, elkonomi bahkan kulrang 

dulkulngan kellularga julga belrpelngarulh nelgatif. Delngan delmikian faktor pelnghambat 

dapat disimpullkan bahwa selgala selsu latul hal yang melmiliki sifat melnghambat ataul 

bahkan melnghalangi dan melnahan telrjadinya selsulatul. Faktor pelnghambat selndiri 

telrbagi melnjadi dula bidang, yaitul faktor intelrnal dan elkstelrnal   

a) Faktor Intelrnal 

Faktor intelrnal melrulpakan faktor yang belrasal dari dalam diri seltiap individul. 

Faktor intelrnal dapat dikatakan selbagai pelngarulh dari diri selndiri ulntulk tidak 

mellakulkan selsulatul, selpelrti rasa malas yang timbull dari diri selndiri ulntulk 

melnulrult, julga telrbawa olelh lingkulngan telmpat tinggal. Hal-hal telrselbult 

melrulpakan faktor yang melnghalangi selselorang ulntulk mellakulkan selsulatul yang 

melrulpakan kelsalahannya selndiri.  

 

b) Faktor Elkstelrnal  

Faktor elkstelrnal melrulpakan faktor yang belrasal dari lular diri seltiap individul. Hal 

ini dapat dijellaskan delngan fakta bahwa faktor elkstelrnal adalah selsulatul yang 

mulncull dari lular dan dapat melnye lbabkan selselorang ulntulk tidak mellakulkan 

selsulatul. selpelrti pelngarulh telman, lingkulngan ataul bahkan kellularga yang tidak 

melndulkulngnya. 
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Melnulrult Soelrjono Soelkanto salah satul fulngsi hulkulm, baik selbagai kaidah maulpuln 

selbagai sikap ataul pelrilakul adalah melnimbang pelrilakul manu lsia, masalah pelngarulh 

hulkulm tidak hanya telrbatas pada timbullnya keltaatan ataul kelpatulhan pada hulkulm 

akan teltapi melncakulp pada elfelk total dari hulkulm telrhadap sikap tindak atau l 

pelrilakul baik yang belrsifat positif maulpuln nelgatif. Elfelktivitas pelnelgak hulkulm 

sangat belrkaitan elrat delngan elfelktivitas hulkulm. Hulkulm itul elfelktif, maka dipelrlulkan 

aparat pelnelgak hulkulm ulntulk melnelgakan sanksi telrselbult. Sulatul sanksi dapat 

diaktulalisasikan kelpada masyarakat dalam belntulk kelkulatan, delngan kondisi 

telrselbult melnulnjulkkan adanya indicator bahwa hulkulm telrselbu lt adalah elfelktif.  

 

Faktor-faktor yang melmpelngarulhi elfelktivitas hulkulm melnulrult Soelrjono Soelkanto 

antara lain selbagai belrikult:  

a) Faktor UlUl yang dalam arti matelriil belrarti pelratulran telrtullis yang belrlakul ulmulm 

dan dibulat olelh Pelngulasa Pulsat maulpuln daelrah yang sah. Hulkulm yang akan 

melmbelrikan pelngarulh positif pada masyarakat haruls melmelnulhi belbelrapa asas 

pelratulran pelrulndang-ulndangan, antara lain tidak belrlakul sulrult; ulndang- ulndang 

yang dibu lat pelngulasa yang lelbih tinggi melmpulnyai kelduldu lkan yang lelbih tinggi 

pulla; ulndang-ulndang yang belrsifat khulsuls melnyampingkan ulndang-ulndang 

yang belrsifat ulmulm; ulndang-ulndang yang belrlakul bellakangan, melmbatalkan 

ulndang-ulndang yang belrlakul telrdahullul. Pelngabaian telrhadap asas-asas ini dapat 

melnimbullkan ganggulan-ganggulan pada pelnelgakan hulku lm. Sellain itul bellulm 

adanya pelratulran pellaksana dan keltidakjellasan arti kata-kata dalam UlUl julga 

dapat melngganggul pelnelgakan hulkulm. Keltidakjellasan kata-kata dalam pelratulran 

pelrulndang-ulndangan dapat telrjadi karelna pelnggulnaan kata-kata yang artinya 

dapat ditafsirkan selcara lulas. 
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b) Faktor pelnelgak hulkulm yakni melncakulp pihak-pihak yang selcara langsulng 

maulpuln tidak langsulng belrkelcimpulng dalam bidang pelnelgakan hulkulm. Ada 

belbelrapa halangan yang biasa dijulmpai olelh pelnelgak hulkulm dalam 

mellaksanakan pelnelgakan hulkulm yaitul kulrangnya kelmampulan adaptasi, kulrang 

aspiratif, kulrang belrfikir fultulristic, matelrialists, kulrang inovatif. Halangan-

halangan telrselbult dapat diatasi delngan melmbiasakan diri belrsikap telrbulka, 

flelksibell, pelka, belrilmul, sistelmatis, pelrcaya diri, optimis, pelnulh pelrhitulngan, 

tidak gagap telknologi, melghormati diri selndiri maulpuln orang lain. 

c) Faktor sarana ataul fasilitas yang melndulkulng pelnelgakan hulkulm selpelrti sulmbelr 

daya manulsia yang belrkulalitas dan telrampil, pelralatan yang melmadai dan 

kelulangan yang culkulp. 

d) Faktor masyarakat, yakni lingku lngan dimana hulkulm telrselbult belrlakul ataul 

ditelrapkan. Pelnelrimaan masyarakat telrhadap hulkulm diyakini selbagai kulnci dari 

keldamaian. Biasanya masyarakat Indonelsia melngartikan hulkulm dan bahkan 

melngidelntifikasinya delngan pelnelgak hulkulm. 

el) Faktor kelbuldyaan, yakni selbagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manulsia didalam pelrgaullan hidulp. 

 

 

 
 



III.   METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pelnellitian hulkulm adalah kelgiatan ilmiah yang didasarkan pada meltodel, 

sistelmatika, dan gagasan telrtelntul, yang tuljulannya ulntulk melmpellajari satul ataul lelbih 

felnomelna hu lkulm telrtelntul delngan cara melnganalisisnya37. Pelndelkatan masalah 

yang digulnakan dalam pelnellitian ini delngan cara pelndelkatan yulridis normatif dan 

yu lridis elmpiris. 

 

1. Pelndelkatan yulridis normatif mellaluli pelnellaahan dan pelnye llidikan telrhadap 

belbelrapa asas hulkulm, konselp, pelndirian, doktrin hulkulm, ulndang-ulndang, dan 

pelrsoalan teloritis yang belrkaitan delngan sistelm hulkulm pada masalah pelnellitian 

itul. Delngan yulridis normatif, tuljulannya ulntulk melmpelrolelh pelmahaman yang 

jellas telntang sulbjelk dari selgi felnomelna dan objelk yang dipellajari, yang belrsifat 

teloritis, belrdasarkan litelratulr yang telrkait delngan sulbjelk yang ditelliti. Tuljulan 

dari pelnellitian ini bulkan ulntulk melndapatkan hasil yang dapat diulji selcara 

statistik, teltapi pelnellitian ini adalah intelrpreltasi sulbye lktif yang melwakili 

pelrkelmbangan telori dalam kelrangka pelnelmulan ilmiah.

                                                      
37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43 
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2. Pelndelkatan yulridis elmpiris melmpellajari hulkulm belrdasarkan fakta-fakta yang 

dipelrolelh selcara objelktif dalam kelnyataan ataul di lapangan, baik belrulpa 

pelndapat, sikap dan pelrilakul belrdasarkan pelngakulan hulkulm dan elfelktivitas 

hulkulm dari lelmbaga pelnelgak hulkulm 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sulmbelr data adalah lokasi dari mana data dipelrolelh. Sulmbelr dan jelnis informasi 

yang digulnakan dalam pelnullisan skripsi ini dibagi melnjadi dula bagian yaitul: 

1. Data Primelr 

Data primelr adalah data yang dipelrolelh langsulng dari sulmbelr pelrtama.38 Selhingga, 

data primelr adalah informasi yang dipelrolelh selcara langsulng delngan cara 

melwawancarai informan ulntulk melmpelrolelh informasi dan data yang dipelrlulkan 

selsulai delngan pelrtanyaan yang diaju lkan. 

2. Data Selku lndelr 

Data selkulndelr adalah bahan yang dipelrolelh dari hasil pelngulmpullan data yang 

daiambil dari sulmbelr primelr selpelrti kelpulstakaan dalam kajian pelratulran 

pelrulndang-u lndangan, tullisan ataul artikell, bulkul, dokulmeln, arsip dan litelratulr dalam 

kajian masalah telori, konselp dan pelndirian.39 Prinsip dan matelri lain yang belrkaitan 

dan melndulkulng pelnullisan skripsi ini. Data selkulndelr dalam pelnullisan skripsi ini 

telrdiri dari bahan hulkulm primelr, bahan hulkulm selkulndelr dan bahan hulkulm telrsielr. 

a. Bahan hu lkulm primelr, yaitul bahan hulkulm yang melngikat belrulpa keltelntulan 

hulkulm, bahan hulkulm primelr yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah: 

                                                      
38 https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-

lengkapnya-kln.html 

 
39 https://codingstudio.id/blog/data-sekunder-adalah-pengertian-dan-contohnya/ 
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1) Ulndang-Ulndang Nomor 39 Tahuln 1999 telntang Hak Asasi Manulsia (HAM) 

2) Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2002 telntang Kelpolisan Nelgara Relpulblik 

Indonelsia 

3) Ulndang-Ulndang No 26 Tahuln 2007 telntang Tata Rulang Nasional 

4) Ulndang-Ulndang Nomor 4 Tahuln 2009 telntang Pelrtambangan Minelral dan 

Batulbara 

5) Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2009 telntang Pelrlindulngan dan 

Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp 

6) Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 2013 telntang Organisasi 

Kelmasyarakatan 

b.  Bahan hu lkulm selkulndelr, yaitul bahan hulkulm yang belrkaitan delngan bahan 

hulkulm primelr, yang dapat digulnakan ulntulk melnganalisis dan melmahami bahan 

hulkulm primelr, yang mellipulti bulkul-bulkul sastra, laporan, telori, proyelk hulkulm 

dan sulmbelr-sulmbelr telrtullis telrkait lainnya yang belrkaitan delngan  masalah.40 

c.  Bahan hu lkulm telrsielr, yaitul bahan yang melmbelrikan informasi telntang bahan 

hulkulm primelr dan selkulndelr, misalnya kamuls hulkulm, kamuls Bahasa Indonelsia, 

kamuls Bahasa Inggris (library relselarch), biografi, artikell-artikell pada sulrat 

kabar. 

 

 

 

                                                      
40 Khudzaifah Dimyanti, dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS,2004, hlm. 13 
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C. Penentuan Narasumber 

Pelnellitian ini melmbultulhkan narasulmbelr selbagai sulmbelr informasi ulntulk 

melmbelrikan pelnjellasan telrkait delngan pelrmasalahan yang dibahas. Narasulmbelr 

pelnellitian ini adalah selbagai belrikult: 

a) Pelnyidik Tipidtelr Polda Lampulng           : 1 Orang 

b) Keltula Lelmbaga Swadaya Masyarakat (KPP-HAM Lampu lng)       : 1 Orang 

c) Doseln Bagian Hulkulm Pidana Fakulltas Hulkulm  

Ulnivelrsitas Lampulng             : 1 Orang + 

Total                : 3 Orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseldulr Pelngulmpullan Data 

Proseldulr pelngulmpullan data dilaku lkan delngan telknik stu ldi pulsaka dan stuldi 

lapangan: 

a. Stuldi pulstaka (library relselarch), adalah prosels pelngulmpullan informasi 

mellaluli, pelnellitian, melminjam bahan pulstaka, dan melmbiasakan diri delngan 

pelratulran pelrulndang-ulndangan yang telrkait delngan diskulsi. 

b. Stuldi lapangan (fielld relselarch) adalah prosels pelngu lmpullan data selcara 

langsulng di lapangan gulna melmpelrolelh data yang dibultu lhkan. Stuldi lapangan 

dilakulkan delngan wawancara (intelrvielw), yaitul melngaju lkan diskulsi dula arah 

ataul tanya jawab kelpada narasulmbelr pelnellitian delngan melnggulnakan 

peldoman wawancara yang tellah dipelrsiapkan. 
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2.   Pelngolahan Data 

Seltellah prosels pelngulmpullan data, sellanjultnya dilakulkan pelngolahan data lapangan 

ataul data elmpiris, selhingga data yang tellah dipelrolelh dapat melmp elrmuldah 

pelrmasalahan yang ditelliti. pelngolahan data mellipulti tahapan selbagai belrikult: 

a. Sellelksi Data, kelmuldian data yang telrkulmpull dipelriksa ulntulk melngeltahuli 

kellelngkapan data, sellanjultnya data telrselbult dipilih selsulai delngan masalah yang 

ditelliti. 

b. Klasifikasi Data, melnelmpatkan data kel dalam kellompok yang tellah ditelntulkan 

ulntulk melndapatkan informasi yang belnar-belnar dipelrlu lkan dan akulrat ulntulk 

tuljulan pelnellitian 

c. Sistelmatisasi Data, prosels pelnelmpatan informasi yang saling telrkait dan 

melmbelntulk satul kelsatulan yang ultulh melnjadi sulb topik selsulai delngan sistelm 

yang tellah diteltapkan ulntulk melmuldahkan intelrpreltasi informasi. 

 

E. Analisis Data 

Analisis Data dilakulkan selcara kulalitatif dalam pelnellitian ini, yaitul, 

melnggambarkannya selbagai delskripsi kalimat yang muldah dibaca dan dipahami 

ulntulk intelrpreltasi dan kelsimpullan dalam melmelcahkan masalah pelnellitian. Data 

dianalisis selcara kulalitatif delngan cara delskriptif. Artinya, hasil pelnellitian ini 

dijabarkan dalam ulraian dan kalimat yang muldah dibaca, dipahami, dan ditarik 

kelsimpullan.
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Belrdasarkan delngan pelnjellasan dari hasil pelnellitian dalam melnjawab rulmulsan 

masalah diatas maka pelnullis melmbelrikan kelsimpullan selbagai belrikult: 

1. Pelran Kelpolisian dan Le lmbaga Swadaya Masyarakat dalam pelncelgahan tindak 

pidana pelrtambangan tanpa izin  dibagi melnjadi pelran normatif, pelran faktulal 

dan pelran idelal, pelran faktulal kelpolisian suldah diatulr di dalam Ulndang-Ulndang 

Kelpolisian, pelran faktulal masih adanya pellanggaran pellanggaran barul yang 

selharulsnya suldah tidak adalagi pellanggar – pellanggar barul yang selharulsnya 

selsulai delngan pelran idelal selharulsnya  suldah tidak ada lagi pellanggar – 

pellanggar barul telrselbult. Pelran LSM KPP – HAM, baik pelran normatif, faktulal 

dan idelal suldah belrjalan selbagaimana melstinya. 

2. Faktor pelnghambat Kelpolisian dan Lelmbaga Swadaya Masyarakat dalam 

pelncelgahan tindak pidana pelrtambangan tanpa izin di bulkit bandar lampulng 

Kelpolisian dan  Lelmbaga Swadaya Masyarakat KPP-HAM melmiliki belbelrapa 

faktor pelnghambat dalam mellaksanakan tulgasnya, dalam hal ini faktor 

pelnghambat yang di dapati Kelpolisian dan LSM, yaitul; 

1. Faktor Sulbtansi 

2. Faktor Pelnelgak Hulkulm 

3. Faktor Masyarakat 

4. Faktor Sarana dan Prasarana 

5. Faktor Buldaya
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Di antara kellima faktor diatas, faktor pelnghambat paling dominan adalah faktor 

masyarakat, dikarelnakan banyaknya masyarakat yang masi kulrang sadar dan 

pelngeltahulan akan bahaya yang di akibatkan olelh pelrtambangan illelgal telrselbult 

jika masih telruls dibiarkan, akan ada dampak nelgatif yang telrjadi dalam waktul 

jangka panjang keldelpannya yang melngancam jiwa manu lsia. 

 

B. Saran 

Pelnullis melmbelrikan saran dalam pe lrbaikan keldelpannya u lntu lk melnanggullangi 

keljahatan tindak pidana pelrtambangan tanpa izin pada bu lkit selbagai belrikult: 

1. Polda lampulng agar dapat me llakulkan kelrja sama delngan LSM dalam me lngatasi 

pelrmasalahan tanpa izin telrselbult, dalam hal ini LSM selbagai su lmbelr informasi 

akulrat dan te lrpelrcaya di karelnakan LSM delkat delngan masyarakat – 

masyarakat te lrdampak sellain itu l julga LSM dapat me lmbantu l pihak Kelpolisian 

ulntu lk sosialisasi bahaya pe lrtambangan tanpa izin jangka panjang jika dibiarkan 

belrlarult - larult 

 

2. Baik Polda Lampu lng maulpuln LSM KPP-HAM Ulntu lk dapat melmbelrikan 

eldulkasi kelpada para pe lrsonil dan masyarakat te lrdampak akan bahayanya 

pelrtambangan ille lgal telrselbult  dan me lnambah alat transportasinya agar le lbih 

elfelktif didalam me lncelgah telrjadinya tindak pidana pe lrtambangan tanpa izin 

telrsebut.   
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